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DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK. NDONESIA

bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber
daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan  dalam
penyelenggaraan negara dan pembangunan di bidang keuangan negara;

bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki
kompetenst tersebut diperfukan peningkatan muty profesionahsme,
stkap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bang s dan negara,
semangat kesatuan dan persatuan, pengembangan wawasan Pepawai
Neger1 Sipil di lingkungan Departemen Kevangan melalui pendidikan
dan pelatthan jabatan yang mengacu pada kompetensi jabatan dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai
Negeri Siptl Departemen Keuangan yang menyeluruh:

bahwa untuk mewujudkan huruf a dan b di atas, perlu disusun Pola
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, dan ¢ diatas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Pola Pendidikan dan Pelfatihan Pegawai Departemen
Keuvangan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistemn Pendidikan

Nasional;

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawalan,

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tangeal 10 November
2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi:

Keputusan - Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999
fentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Megeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000 tanggal 23 November 2000
tentang Kedudukan, Tugas, Fungs), Kewenangan, Susunan Orpanisasi,
dan Tata Kerja Departemen sebagimana  disempurnakan  dengan
Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000
tentang Susunan Organisast dan Tugas Departemen;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PME/1977 tentang Peraturan
Dasar dekolah Tinggl Akuntanst Negara,

Keputusan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0145/1)/1982
tentang persamaam ljazah/STTB Program Dhiploma Bidang Keuangan
dalam lingkungan Departemen Keuangan dengan ljazal/STTB dan
Lembaga-lembaga Pendidikan pada Departemen  Pendidikan  dan
Kebudayaan;,
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Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1166/KMK.01/6/UP 1 0/1989
tentang Peraturan Dasar Program iploma Bidang Keuvangan dalam
Lingkungan Departemen Keuangan:

Keputusan Menteri Keuangan Nonmor 339/KMK 08/1989 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
64/KMK.01/UP.6/1988 1tan ggal 25 Januari 1988 tentan 2 tata Cara
Pemberian Tugas Belajar Program S2 dan 83 (Dalam Negert) bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lin gkungan Departemen Keuan Pan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/K MEK.OT/UP.6/1990 tentang
Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Program Gelar (Luar Negert) bag;
Pegawai Negeri Sipil di i ngkungan Departemen Keuan gan;

Keputusan Menteri Keuan gan Nomor 2/KMEK.01/2001 tan gpal 3
Januart 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.

MEMUTUSKAN -

KEPUTUSAN  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  INDONESIA
TENTANG  POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
DEPARTEMEN KEUANGAN.

I3ARB 1

UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuan gan 1ni yang dimaksud dengan :

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menylapkan peserta didik melalui
kKegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatthan bagi peranannya di masa
yang akan datang;

Pencdidikan  Kedinasan adalah merupakan pendidikan  vang  berusaha
menmgkatkan  kemampuan  dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk
pegawal atau calon pegawai suata departemen permenmtah atau lembaga
pemerintah non departemen:

Pendidikan Tinggi Kedinasan adalah akademi, politeknik, dan sekolah tingpi
vang disclenggarakan oleh  departemen atau lerubaga pemerintah non
departemen yang kualifikasinya belum dapat dipenuht oleh Perguruan Tingpi
Negert (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta ( PTS);

Pendidikan dan Pelatthan Jabatan Pegawai Negert Sipil adalah proses
penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan
Pepawai Negeri Sipil (PNS):
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5. Pola pendidikan dan pelatthan pegawai adalah suatu kerangka  dasar
pendidikan dan pelatthan di lingkungan pegawai vang disusun secara

menyeluruh, sistematis, terpadu, terarah dan  berkesinambungan  serta
merupakan sub sistem dalam sistem pengembangan karir pegawai.

BAB 11
TUJUAN DAN SASARAN PENDIDIKAN DANMN PELATIHAN
PEGAWAT DEPARTEMEN KEUANGAN
Pasal 2
Tujuan pendidikan dan pelatthan adalah -
a.  Memngkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat
melaksanakan  tugas jabatan secara profesional  dengan  ditandass
kepribadian dan ctika Pegawai Negeri Sipil  sesuai dengan kebutuhan

mstansi;

b.  Menciptakan aparatur yang mampu berperan scbagar pembabaru dan
perckat persatuan dan kesatuan bangsa;

c.  Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang beroriontasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;

d.  Menciptakan kesamaan vist dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan
tupas  pemerintahan  umum  dan  pembangunan  demi  terwujudnya
kepemeriniahan yang baik.

Pasal 3

Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah meningkatkan kompetenst teknis dan
managerial yang sesuat dengan persyaratan jabatan masing-masing;

BAL 11

JENIS DAN JENJANG PENDIDIK AN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Pendidikan  dan pelatihan pegawai  Departemen  Keuvangan terdini darl
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Pendidikan dan Pelatthan Dalam Jabatan,
dan Pendidikan Timggt Kedinasan,
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Pasal 5

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang disebut dalam pasal (4) selanjutnya
disebut Diklat Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk memberikan
pengetabuan dalam rangka pembentukan wawasan keban gaaan, kepribadian dan
etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang  sistem pﬁtny‘elenggmmn
pemerintaban negara, bidang tugas, dan budaya organisasi nya agar mampu
melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pelayan masvarakat. Pendidikan dan
pelatihan Prajabatan mevupakan syarat pen gangkatun calon PNS menjadi PNS,

Pasal 6
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan terdiri atas -

a.  Duklat Prajabatan Golongan 1 yaitu pendidikan dan pelatihan untuk m enjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan 1.

D.  Diklat Prajabatan Golongan Il yaitu pendidikan dan pelatthan untuk
menjadi Pegawat Negeri Sipil (PNS) Golongan 11,

¢.  biklat Prajabatan Golongan I yaitu pendidikan dan pelatihan uniuk
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan 111

Pasal 7

Pendidikan dan Pelatthan Dalam  Jabatan yang disebut dalam  pasal (4)
selanjutinya disebut Diklat Dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk
mengembangkan pengetahuan,  keterampilan, dan sikap PNS agar dapat
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan  sebaik-
batknya

Pasal 8
Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan terdin atas

a.  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjuinya disebut Diklat
Kepemimpinan;

b, Pendidikan dan Pelatihan Funpsional yang selanjutnya disebut Diklat
Fangsional;

¢.  Pendidikan dan Pelatthan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis:

d.  Pendidikan dan Pelatihan Ujplan Dinas yang selanjuinya disebut Diklat Ujian
[Dinas;

<

Pendidikan dan Pelatthan Venyesualan [jazah selamjutitya disebut Diklat
Penyesuatan ljazah,

f.  Pendidikan dan Pelabthan Penyegaran yamg selanjutnya disebut diklat
Penyegaran,
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Pasal 9

Pendidikan dan Pelatihan  Kepemimpinan yang selanjuinya  disebut Diklat
Kepemimpinan  dilaksanakan  untuk  menc apai  persyaratan  kompetensi
Kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesual dengan jabatan struktural tertentu
yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memberikan penanaman kesamaan
pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawas: n, pengelahuan vang
komprehensif  serta semangat pengabdian yan g berorientasi kepada pelayanan
prima dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Pasal 10
Diklat Kepemimpinan terdiri atas .

(1) Diklatpim Tingkat 1V adalah pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang
berkompetensi untuk Jabatan Struktural Eselon 1V

(2)  Diklatpim Tingkat 111 adalah pendidikan dan pelatthan bagt pegawai yang
berkompetensi untuk Jabatan Struktural Eselon 11

(3)  Diklatpim Tingkat 11 adalah pendidikan dan pelatihan ba 81 popawal yang
berkompetenst untuk Jabatan Struktural Eselon 11

]

(4)  Diklatpim Tingkat 1 adalah pendidikan dan pelatithan bagt pepawai yang
oerkompetensi untuk Jabatan Struktural Eselon T

Pasal 11

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kor npetens: yang
sesual dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Masing-masing  secara

berjenjang untuk memberikan pengetahuan keahlian dan atan  keteram pilan
fungsional tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan
fugsional keahlian yang bersangkutan,

Pasal 17
Dikiat Fungsional terdin atas .

(1) Dikiat Fungsional Keahlian adalah pendidikan dan pelatihan  secara
berjenjang yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan funpgsional keahiian
yang bersangkutan;

(2) Diklat Fungsional Keterampilan adalah pendidikan dan pelatihan secara
berjenjang yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu
vang Dberhubungan dengan pelaksanaan tugas  jabatan  fungsional
keteramptilan yang bersangkutan.
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Prasal 13

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis YA
dipetlukan untuk pelaksanaan tugas PNS serta dapat dilakukan secara berjenjang
yang ditetapkan oleb instansi tcknis yang bersangkutan.

Pasal 14

Diklat Teknis terdiri atas -

(1) Diklat Teknis Substantif adalah pendidikan dan pelatihan sccara be [jenjang,
yang memberikan keterampilan dan atau  penguasaan pengetahuan teknis
tertentu bagt PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggu ng
Jawab yang berhubungan langsung dengan tugas pokok masin g-masing unit
OTZanisast;

I

(£)  Diklat Teknis Umum adalah pendidikan dan pelatihan sccara be renjang
yang membertkan keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan tentan 0
pelayanan teknis yang bersifat umum di bidang  administrasi yang
menunjang tugas pokok masing-masing unit organisasi

Pasal 15

Diklat Teknis  Substantif  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal (14) di
kelompokkan sebagar

(1) Pendidikan dan Pelatthan "Teknis  Substantil  Dasar vang memberikan
pengetahuan dasar mengenal tugas pokok masing-masing unit or JAN18as|

(2)  Pendidikan dan Pelatthan Teknis Substantif’ Spesialisasi yang memberikan
peningkatan  pengetahuan, keteramptlan  spesialistis tugas pokok  vang
menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 16

Diklat Ujlan Dinas (DUD) adalah suatu pendidikan dan pelatihan  yang
membertkan kompetenst dalam rangka kenaikan pangkat dalam golongan vang
febih tinggt sebagaimana dientukan dalam peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 17
Diklat Upian Dinas terdin atas -

(1) Duklat Ujptan Dinas Tingkat 1 yaitu pendidikan dan pelatihan yang
diperuntukkan bapt pegawar yang telah mempunyai pangkat Pengatur
Tingkat 1 (Golongan I1/d) untuk naik pangkat ke Penata Muda (Golongan
Hl/a);



MENTERI KEUANG AN
REPUBLIK INDONESIA

-7
(2)  Diklat Ujian Dinas T9 ngkat H yaitu pendidikan  dan pelatihan yang
diperuntukkan bagi pegawal yang telah mempunyai pangkaf

Penata Tigkat
t{Golongan 111/d) untuk naik pangkat ke Pembin

4 (Golongan [V/a).

Pasal 18

Diklat Penyesuaian Lazah (DPD adalah suatuy pendidikan dan pelatihan yang

memberikan kompetensi dalam ran gka kenaikan pangkat sesuai Hazah pendidikan
tormal yvang dimil kinya.

Pasal 19

Diklat Penyesuaian lazah terdiri atas |

a.  Diklat Penvesuaian Jazah T vyairg pendidikan  dan peiatthan  yan o
diperuntukkan ba gt pegawai yang ber Hazah SLTP dan yang berpangkat
serendab-rendahnya Juru Muoda TK 1 (Golongan 1/ b) dan kemudian
dipe riimbangkan  untuk disesuaikan pangkatnva  berdasarkarn hazah
SLTA/SMU vang di milikinya;

b, Diklat Penyesuaian lazah I yaity pendidikan  dan pelatihan yang
diperuntukkan bagi pegawal yang berijazah minimal SLTA/SMI (
berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK ]
kemudian  dipertimban gkan untuk disesuaikan
lazah Sarjana (Strata 1) yang dimilikinya.

_ lan yang
(Lolongan 11/b) dan
pangkatnya  berdasarkan

Pasal 20

Diklat penyegaran dilaksanakan dalam ramn
keterampilan pegawai setiubungan dengan
pengetahuan, dan teknologi:

gka meningkatkan pengetahuan dan
perkembangan kebip aksanaan, tlmu

Pasal 21

(1)  Pendidikan tinggi kedinasan terdips dari Pendidikan Propgram Diploma
keuangan, Program Sarjana, dan Pro gram Pasca Sarjana;
(2)  Pendidikan Program Diploma Keuangan yang selanjutnya disebut Program

Diploma Keuvangan adalah pendidikan tinggi kedinasan dalam lin gkungan

Departemen Keuangan yan g telah disahkan oleh Menteri Pendidikan
Nasional.

Pasal 22

(1)  Program Sarjana  dan Pasca Satjana dilaksanakan di dalam dan d

1 luar
negert;

(4)  Program Pasca Sarjana terdiri dari program 52 dan Program S3.
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Pasal 23

Rinctan lebih fanjut dari jenis dan jenjang  diklat teknis dan  diklat
fungsional, diklat ujian dinas, diklat penyesuatan fjazah,, dan diklat
penyegaran dilakukan oleh BPPK bekerja sama dengan unit eselon 1 di
lingkungan Departemen Keuangan dan ditetapkan dengan keputusan Kenala
BPPK;

Rincian lebih lanjut dari jenis dan jenjang Pendidikan program Diploma
Kevangan dilakukan oleh BPPK bekerja sama dengan unit eselon 1 d;

lingkungan Departemen Keuangan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala
BPPK.

BAB 1V

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR UNIT ORGANISASI

| a

b,

d.

DALAM PENYELENGGARAAN DIKIAT

Pasal 24

| Dalam rangka mewujudkan program diklat yang efektif dan efisien diperlukan
pengaturan kedudukan dan hubungan kerja antar BPPK, Setjen, dan unit eselon 1.
sebagat berikut .

Badan Pendidikan dan Pelatthan Keuangan (BPPK) sebagal pengelola
diklat menyusun pola diklat dan kurikulum diklat, menvediakan rencana
dan  program diklat, menyelenggarakan  diklat. mengkoordinasikan,
mengevaluast penyelenggaraan hasil dan manfaat diklat.

Sekretariat  Jenderal  sebagai  koordimator  pembinaan  kepegawaian
mengkoordinasikan pengembangan dan pengawasan standar kompetenst

jabatan serta mengendalikan pemanfaaatan lulusan dikiat;

Unit-umit Eselon [ sebagai pengguna diklat merumuskan standar kompetensi

jabatan, menyusun monografi kepegawaian, perencanaan kepegawaian,

merumuskan  kebijjaksanaan kepegawaian, menyusun pola promosi dan
mutas;, menyusun pola pembinaan dan pengembanpan pepawai serta
memantaatkan lulusan diklat:

BPPK dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dapat bekerja
sama dengan prhak lain.
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BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Kurtkulum diklat disusun dengan mengacu pada standar ko petenst jabatan
di lingkungan Departemen Keuvangan;

(2)  Penyusunan dan pengembangan kurikulum diklat dilakukan oleh BPPK
sebagal pembina, koordinator, dan penyelenggara diklat bersama dengan
pengguna lulusan, peserta dan alummni diklat, serta unsur lain vang
berkompeten;

Pasal 26
Pendidikan dan pelatihan  yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan dapat diikuti oleh pejabat/pegawai Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi pemerintah | ANTIYA; |

Pasal 27
BPPK menetapkan sertifikasi pendidikan dan pelatiban yang diselengparakan
oleh BPPK atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK
bekerja sama dengan pihak lain.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pola pendidikan dan pelatihan
pegawal Departemen Keuangan i akan diatur oleh Kepala BPPK;
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Pada saat Keputusan Menteri Keuangan int mulai berlaky

1) Peraturan Menteri Keuan gan Nomor 1/PMK . 08/1981 tentan  Jenis-jents
Pendidikan dan Latihan untuk Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil di
Langkungan Departemen Keuan gan:;

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMEK_01/1979 tentang Pola
Induk Pendidikan dan Pelatihan ba pl para Pepawai di lin gkungan
Departemen Keuangan,

"Digy atakan tidak berlaku: ~

sepala  ketentuan yag  mengatur tentang  pendidikan  dan petatthan
dilingkungan Departemen Keuangan sebelum ditetapkan dalam keputusan

i1 dinyatakan masih e p berlaku sepanjang tidak bertentan pan dengan
ketentuan ini: T o

L e anie v

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

saliman keputusan ini disampatkan kepada

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ne oara;

kepala Badan Kepegawaian:

K.epala Lembaga Administrasi N cpara;

sekretaris/Inspektur Jenderal/Direktur lenderal/Kepala/K etua Badan di
Lingkungan Departemen Keuan gan;

. Kepala Bivo Hukum dan 1ubun zan Masyaralat:

6. Sckretaris Badan/Para K apusdiklat/Direktur - STAN lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuan gan.

L) o) —

g

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Marer 2001

= MENTERI KITUANGAN
uai dengan aslinya h

ugien,|



